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KONSEP WARIS DAN HAK WARIS

A. Pengertian Waris Islam

Syari’at Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang
paling baik, bijak dan adil. Agama Islam juga telah menetapkan hak kepemilikan
benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara’,
seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli
warisnya atau setelah dia meninggal tanpa melihat perbedaan antara anak kecil
dan orang dewasa.

Al-Qur’an sebagai petunjuk syara’, telah menjelaskan hukum-hukum
waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang
lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi
benda yang akan diwariskan. Al-Qur’an merupakan landasan bagi hukum waris
dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma’. Tidak ada
hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur’an secara terperinci, seperti hukum-
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hukum waris.

Kata waris berasal dari bahasa arab al-mi>ra>s| & );‘-AS\ , yang

merupakan bentuk masdar dari kata waris|a-yaris|u-irs|an-mi>ra>slan - &

% Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris menurut al-Qur’an dan Hadist, (Bandung: PT
Trigenda Karya, 1995), Hal. 48-49.
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)5 - & — B Secara bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang

kepada orang lain.*'

Secara istilah, al-mi>ras| adalah berpindahnya hak kepemilikan dari
orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta
atau berupa non-harta yang merupakan hak milik sepenuhnya secara hukum
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syar’i.

Istilah tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia

kepada yang masih hidup (ahli waris) disebut fara>id}. Lafaz} fara>id} o=l s
merupakan bentuk jama’ dari lafaz} fard}ah (3.,.’4 )5) yang mempunyai makna

yang sama dengan lafaz} mafru>d}lah (L'a  9_%4), yakni bagian yang sudah

dipastikan kadar bagiannya. Dan dalam ilmu waris, faraidh di khususkan untuk
bagian ahli waris yang sudah ditentukan kadar besar-kecilnya oleh syari’at Islam.
Sebagian fara>diyun (ahli faraid}) lebih lengkap mendefinisikan bahwa, faraid}
adalah ilmu figih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka dan cara
perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan
tentang bagian-bagian yang wajib diberikan kepada ahli waris yang mempunyai

atas harta peninggalan tersebut.”

*l' Muhammad Ali al-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Bandung: Dipenogoro,

1995), Hal. 33.
22 Ibid, Hal. 33.

» Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, Mugnil-Muhta>j, Juz 111, (Kairo: Mustofa al-Habil-
Halaby 1958), Hal. 3.



Berdasarkan dari penjelasan di atas, penyebutan kata waris| berdasarkan
kepada orang yang berhak menerima harta waris, sedangkan kata faraid)}
berdasarkan bagian yang akan diperoleh oleh para ahli waris, yang mana
keduanya merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang suatu peralihan harta
seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli

waris) dengan ketentuan yang sudah ada dalam hukum Syar’i.

B. Dasar Hukum dan Penjelasan Waris Islam
Dasar dan sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Qur’an dan Hadis|
Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW
yang menjadi dasar hukum waris dan menegaskan secara definitif tentang
ketentuan-ketentuan bagian para ahli waris atau bagian sisa, serta orang-orang
yang tidak termasuk dalam ahli waris, diantaranya sebagai berikut:
1. Ayat-Ayat al-Qur’an®*
Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa>’ ayat 7.
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Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian juga
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau

banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

* Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari
Agung, 2002), Hal. 101.



Adapun sebab turunnya ayat ini menurut dari suatu riwayat adalah karena
seorang wanita bernama Ummu Kuhhah Istri dari Aus ibn S|abit (gugur dalam
perang Uhud), dengan meninggalkan dua anak perempuan dan juga hartanya, ia
mengadu kepada Rasulullah SAW tentang pamannya yang yang mengambil
semua harta peninggalan Aus ibn S|abit tersebut, kemudian pamannya
mengembalikan hak-hak mereka dalam kewarisan melalui keputusannya bahwa
perempuan berhak menerima harta warisan sebagaimana halnya anak laki-laki,
dan tidak membedakan antara anak kecil dengan orang dewasa. schingga
turunlah ayat ini dan ayat-ayat waris lainnya.

Ayat ini juga merupakan pendahuluan tentang ayat waris. Dan
mempertegas hak yang seharusnya dilaksanakan, akan tetapi sering diabaikan
oleh masyarakat. Yakni tidak membedakan hak antara bagian laki-laki dan
bagian perempuan, anak-anak atau dewasa untuk memiliki harta peninggalan
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Sehingga tidak ada alasan
untuk tidak membagikan kepada orang yang berhak atas harta waris selama tidak
ada yang menggugurkannya. Hal ini untuk menghindari kerancuan hak para ahli

waris. >

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa>’ ayat &;

» M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah/Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta:
Lentera Hati 2000), Hal 335-336.
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Artinya; “dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan
orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa>" ayat 11;
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Artinya: “Allah SWT mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapak, bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; dan jika
vang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapaknya saja, maka ibunya mendapat seper tiga; jika yang
meninggal itu mempunyai anak beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seper enam. Pembagian tersebut diatas setelah di penuhi

wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar semua keperluan



termasuk membayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfa’atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Bijaksana”.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa>" ayat 14;
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Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya,

dan baginya siksa yang menghinakan”.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa>’ ayat 33;
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Artinya: “Dari tiap-tiap harta peninggalan dari dari harta yang dztmggalkan
Ibu, Bapak, dan Karib Kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.

Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersunmpah setia

dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

2. Hadis| Nabi Muhammad SAW



Adapun beberapa hadis| Nabi Muhammad SAW yang mengatur

langsung tentang kewarisan, diantaranya sebagai berikut;
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Artinya: “Berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan) kepada yang
berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki
dari keturunan laki-laki yang terdekat (ashobah)”. (Hadis|
Riwayat Imam Bukhori).
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Artinya: “Dari Abi Hurairah, Nabi SAW Bersabda, bila bayi yang dilahirkan

menangis, maka ia mewarisi”. (Hadis| Riwayat Imam Abu Daud).

//o}°‘ i_?@\ \j} ,Jé@‘,/o;"‘ i:)/j;:}) : JL; HM)W‘&“&&J‘JQQ'J’)UJZ\ALJU‘;
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Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, Nabi SAW Bersabda, orang Islam tidak
mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.

(Hadis| Riwayat Jama’ah, kecuali Imam Muslim dan Imam Nasa’i).

*% Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya’biy, T.t), Juz IV, Hal. 181.
" Abu Daud, Sunanu Abi Daud, Juz 11, (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938), Hal. 109.

2 Abu Musa al-Tirmidzi, al-Jami 'u ash-Shahih, Juz IV, (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952),
Hal. 432.



Dalil-dalil di atas (ayat al-Qur’an dan hadis|) telah menjelaskan tentang
pembagian harta warisan secara Fard} “bagian tetap” dan Ta’s}ib “bagian
lunak”. Terdapat juga penjelasan untuk pelaksanaan pembagian harta warisan
yang terkait dengan tidak ditemukannya salah satu ahli waris Z|awil Furudh “ahli
waris yang sudah ditentukan bagiannya” dari Kerabat atau dari ashobah, yaitu
harta peninggalan tersebut harus harus dilakukan kepada kerabat-kerabat lainnya,
yang bukan dari golongan Z|awil Furudh dan As}obah.

Ayat-ayat diatas juga menjadi dasar penalaran para Ulama’ dalam
memahami masalah kewarisan. Pada intinya ayat-ayat tersebut berbicara tentang
peralihan harta warisan dan pewaris kepada ahli waris terdekat juga bagaimana

cara untuk membagikan harta warisan.”

C. Asas-Asas Hukum Waris Islam
Hukum kewarisan di gali dari keseluruhan ayat hukum di dalam al-
Qur’an dan penjelasan tambahan dari beberapa Hadis||| Nabi Muhammad SAW.
Terkait dengan keduanya ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan
harta warisan kepada ahli waris, cara bagaimana pemilikan harta oleh yang
menerima, kadar jumlah yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta

tersebut. Asas-asas tersebut sebagai berikut:*

¥ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), Hal. 22.
" Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 17-28.



1. Asas Ijbari;

Adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia
kepada ahli warisnya. Hal ini berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan
Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
Asas Ijbari ini mencakup beberapa segi, yaitu :*'

a) Dari segi peralihan harta, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa>’ ayat
7. Dimana seorang laki-laki meupun perempuan memiliki bagian saham
atau jatah (na>sib) dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.

b) Dari segi jumlah harta yang beralih yaitu bagian atau hak ahli waris telah
ditentukan secara pasti oleh Allah SWT dalam al-Qur’an, sehingga tidak
ada pihak yang dapat menambah atau mengurangi dan bersifat mengikat
yang dapat dilihat dari kata mafrudan.

c) Kepada siapa harta beralih, dimana tidak ada satupun kekuasaan yang
dapat memasukkan atau mengeluarkan orang lain yang tidak berhak yang
telah digolongkan dalam al-Qur’an surat An-Nisa>".

Dari ketiga hal tersebut merupakan pokok dari asas [jbari inilah
yang telah di tentukan secara pasti dalam al-Qur’an dan bersifat gat 'i>.
2. Asas Bilateral;

Seseorang yang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat

dari keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Seorang

31 Ibid, Hal. 19.



laki-laki berhak menerima warisan dari ayah dan ibunya. Demikian halnya
dengan perempuan, ia juga berhak mendapatkan warisan dalam bilateral. Asas
ini mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada atau melalui dua arah,
yaitu garis kerabat laki-laki dan garis kerabat perempuan. Hal tersebut dapat
diketahui dari pemahaman terhadap QS. An-Nisa>’ ayat 7, 11, 12, dan 176.%

. Asas Individual,;

Adalah harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli
waris untuk dimiliki secara perorangan, dalam pelaksanaannya seluruh harta
warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada
setiap ahli warisnya menurut kadar bagian masing-masing. Karena setiap
individu memilik hak untuk menerima dan menjalankan kewajiban sendiri-
sendiri. Pembagian tersebut merupakan kewajiban yang memiliki sanksi berat
di akhirat. Setelah dibagi menurut fard! masing-masing, maka ahli waris
memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut berdasarkan
kehendaknya. Apabila diantara ahli waris terdapat golongan yang belum
dewasa, maka harta yang diperolehnya ada di bawah kekuasaan walinya yang
dapat digunakan untuk anak tersebut dalam kebutuhan sehari-harinya. Dari
sini menjadi jelas bahwa bentuk waris secara kolektif dapat menghilangkan
hak individual karena dikhawatirkan memakan harta anak yatim.”?

. Asas Keadilan yang berimbang;

32 Ibid, Hal. 20.
3 Ibid Hal. 21-24.



Dalam konteks waris, keadilan merupakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan keperluan. Dalam hal ini
mencakup hak yang diperoleh oleh golongan laki-laki dan golongan
perempuan, golongan orang tua dan golongan anak, golongan orang dewasa
dan golongan anak-anak. Terdapat pembagian yang dirasakan tidak adil ketika
anak laki-laki atau saudara laki-laki mendapatkan bagian 2X lipat dari bagian
anak atau saudara perempuan, dikarenakan kebutuhan laki-laki sebagai
pemimpin keluarga memiliki tanggungan untuk menafkahi dan menanggung
kebutuhan istri dan keluarganya. Sedangkan perempuan memperoleh harta
tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban memberi dan
menanggung nafkah keluarga. Dalam hal anak mendapatkan jumlah lebih
besar daripada bagian orang tua, dikarenakan adanya perbedaan hak dan
kewajiban serta tanggung jawab dari orang tua terhadap anak, diman tanggung
jawab tersebut lebih besar dibandingkan hak dan kewajiban anak terhadap
orang tua, maka dari itu bagian yang didapat anak lebih besar daripada bagian
orang tua. Sedangkan dalam hal bagian anak kecil sama dengan bagian orang
dewasa, padahal orang dewasa lebih membutuhkan harta banyak. Hasil yang
didapatkan adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Inilah
keadilan hakiki dalam Islam, yaitu keadilan berimbang bukan keadilan

mera‘[a.34

3% Ibid Hal. 24-28.



5. Asas disebabkan Kematian; dan

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada
orang lain dengan menggunakan Istilah hanya berlaku setelah orang yang
mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta
seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama
orang yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian Hukum,
Kewarisan Islam hanya mengenal pada satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan
akibat kematian.”

6. Asas membagi habis harta warisan; .

Adalah membagikan semua warisan (harta peninggalan) hingga tak
tersisah. Hal tersebut mulai dari proses menghitung dan menyelesaikan
pembagian harta warisan tersebut. Dengan cara menentukan ahli waris beserta
bagiannya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan
wasiat. Sampai pelaksanaan pembagian harta warisan hingga tuntas.

Dari keterangan di atas, Allah SWT menganjurkan pada setiap Kaum
Muslimin untuk menerapkan peraturan-peraturan pembagian harta pusaka
dengan metode yang telah termaktub dalam al-Qur’an dan Hadis|,
sesungguhnya Allah memperingatkan dengan ancaman siksa Neraka bagi

orang yang melanggar.”

* Ibid, Hal. 28-33.
% Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ Ayat 13-14.



D. Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam

Rukun Hukum Waris Islam adalah sesuatu yang harus ada untuk

mewujudkan bagian harta waris, bagian harta waris tidak akan ditemukan jika

tidak ada rukun-rukun waris.

Untuk mendapatkan harta peninggalan harus memenuhi beberapa rukun,

di antaranya sebagai berikut;’’

1. Al-Muwaris| (pewaris)

Adalah orang yang telah meninggal dunia (mayit) dengan
meninggalkan harta yang berhak diwarisi oleh orang lain (ahli waris) setelah
ia wafat. Berdasarkan Asas Ijbari di atas, ketika pewaris pada saat menjelang
kematiannya, ia tidak berhak untuk menentukan kepada siapa harta itu akan di
alihkan, karena semua telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an
secara pasti. Walaupun pewaris mempunya hak sepertiga memiliki untuk
mewasiatkan hartanya. Dengan adanya batasan tersebut semata-mata hanya
untuk menjaga hak-hak ahli waris.”®

Apabila tidak jelas kematiannya dan tidak ada kabar beritanya, maka
harta tersebut tetap menjadi miliknya secara penuh sampai diyakini
kematiannya, hal itu dikarenakan pada hakikatnya pemilik harta tersebut di

anggap hidup. Menganggap seseorang masih hidup sebelum ada kepastian

49.

7 Muhammad Ali al-Sabuni, Hukum Kewarisan Islam, (Bandung: Dipenogoro, 1995), Hal.

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 204-205.



kematiannya adalah mengamalkan prinsip istisha>b al-sifah menurut
kalangan usjul figh.”

Dengan demikian, peralihan harta dari seseorang kepada orang lain
dimasa hidupnya tidak dapat diperhitungkan sebagai waris, karena tidak
memenuhi syarat kematian, bisa dikatakan waris apabila si pemilik harta telah
meninggal dunia.

2. Al-Waris| (ahli waris)

Adalah orang yang berhak menguasai dan menerima bagian harta
waris karena adanya hubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia,
baik secara kekerabatan, ikatan perkawinan, dan memerdekakan budak.
Dengan syarat masih hidup dan diketahui posisinya sebagai ahli waris juga
tidak ada penghalang untuk mewarisi.*’Berbeda dengan pembagian waris
orang yang dinyatakan hilang (mafkud), maka pembagiannya dilakukan
dengan cara memandang orang yang dinyatakan hilang (mafkud) masih hidup,
hal ini untuk menjaga hak orang yang dinyatakan hilang (mafkud) apabila
masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu si mafkud tidak kunjung datang
dan diduga meninggal, maka bagian tersebut dibagikan kepada ahli waris
sesuai dengan bagiannya masing-masing.

3. Maurus |(harta pusaka)

% Muhammad Abu Zahrah, al-Tirkatu wa al-Mirats, (Kairo: Daar al-Fikri al-Araby, 1975),
Hal. 285.

* Syarat mengetahui posisi atau kedudukan sebagai ahli waris adalah kewajiban Qadhi atau
Pemberi Fatwa.



Adalah harta yang menjadi pusaka, harta ini dalam istilah Figh

, al-Tura>s|, al-Tarikah. Yang mana

dinamakan al-Mauru>s|, al-Irs

semuanya mempunyai pengertian yang sama. Harta tersebut juga dinamakan
Tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan
jenazah, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara’ untuk diwariskan
kepada ahli waris."’

Dari pengertian di atas, terdapat perbedaan antara harta waris dengan
harta peninggalan. Yang dimaksud dengan harta waris adalah harta
peninggalan secara syara’ yang berhak dibagikan kepada ahli waris dan
terbebas dari hak orang lain, sedangkan harta peninggalan adalah semua harta
yang ditinggalkan oleh si mayit (harta keseluruhan si mayit).

Dikarenakan kewarisan merupakan proses peralihan hak milik dari
pewaris kepada ahli waris, maka dapat berlaku apabila hak milik tersebut
adalah hak milik secara penuh, baik berupa benda, jasa, dan manfa’at. Oleh
karena itu harta tersebut harus dibersihkan dari hak orang lain, selain hal
tersebut menjadi tidak berlaku juga terdapat larangan dalam al-Qur’an surat
al-Baqarah ayat 188, untuk tidak memakan harta dan hak orang lain secara

tidak sah.*?

Hal. 33.

*!' Mustofa Haffas dan Salman, Otje, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2006),

* Departemen Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari

Agung, 2002), Hal. 36.



E. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan
Yang harus dilakukan secara berurutan berkaitan dengan harta
peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah :
1. Biaya Perawatan (tajhi>z)

Adalah biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal dunia mulai
dari memandikan-mengkafani-menyolati-dan menguburkan yang dilakukan
secara sederhana dan tidak berlebihan berdasarkan kemampuannya. Jumhur
ulama’ sepakat bahwa biaya perawatan mayit adalah hal yang harus dilakukan
pertama kali sebelum harta tersebut dibagikan.*’

Ulama’ berbeda pendapat dalam menanggung biaya perawatan mayit
bagi orang yang tidak memiliki harta, sepertiga dari golongan Malikiyyah
berpendapat bahwa, biaya tersebut merupakan tanggungan Baitul Ma>I. Dari
golongan Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa, biaya
tersebut dipikul oleh keluarga yang menjadi tanggungan si mayit pada waktu
hidupnya, sedangkan apabila tidak memiliki kerabat, maka menjadi
tanggungan Baitul Ma>I. Dan apabila Baitul Ma>I juga tidak ada, maka
dibebankan kepada orang Islam yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban dari
Fard)u Kifayah.™

2. Pelunasan Hutang

* Dian Khoirul Umam, Figh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 113-114.

* Hasanain Muhammad Makhluf, al-Mawaris Fi al-Syari’at al-Islamiyah, (Kairo: Lajnah al-
Bayyan al-Araby, 1958), Hal. 10.



Hutang merupakan tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai
imbalan yang diterimanya.*Dalam hal ini hutang terbagi menjadi dua, yaitu
hutang kepada Allah dan hutang kepada Manusia. Hutang yang ditinggalkan
oleh pewaris bukan hutang yang merupakan tanggungan ahli waris karena
hutang tidak dapat di warisi. Hutang tersebut di lunasi dengan menggunakan
harta si mayit. Ahli waris hanya berkewajiban meringankan hutang tersebut
dengan membayarnya melalui harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh
karena pembebanan hutang tersebut terhadap pewaris bukan kepada ahli
waris, maka pembayarannya harus di dahulukan dari pada pembagiannya.*®
Hal tersebut berdasarkan hadis| Nabi Saw yang menjelaskan bahwa, beliau
tidak bersedia menyolati jenazah yang belum dilunasi hutang-hutangnya,
maka untuk tidak memberatkan kepada ahli waris, perlu adanya kerelaan dari
pihak yang dihutangi atau kerelaan dari ahli waris untuk membayar hutang
tersebut demi tidak merugikan orang yang member hutang. Oleh karena itu,
sebaiknya tidak dilakukan pembagian terlebih dahulu sebelum pelunasan
hutangnya selesai.*’

3. Pelaksanaan Wasiat

4 Suparman Usman dan Somawinata Yusuf, Figih Mawaris Hukum Kewarisan Islam,

(Jakarta: Gema Media Pratama, 2002), Hal. 52.
* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 280-281.
" Dian Khoirul Umam, Figh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 118.



Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang
dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal dunia.*® Apabila kedua
langkah di atas telah dilaksanakan, maka yang menjadi kewajiban selanjutnya
adalah memenuhi wasiat orang yang telah meninggal dunia dengan batas
maksimal sepertiga dari harta waris dan bukan kepada ahli waris, karena di
khawatirkan dapat mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris.*

Akan tetapi, apabila wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris atau
lebih dari sepertiga harta waris yang sudah dikeluarkan untuk biaya perawatan
jenazah dan pembayaran hutang-hutangnya dan telah disetujui oleh para ahli
waris yang lain, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan.™

4. Pembagian Harta Peninggalan

Setelah semua kewajiban di atas telah di laksanakan, barulah sisa dari
harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan
bagiannya masing-masing.”' Hal tersebut berdasarkan pada peyebutan dalam
ayat-ayat al-Qur’an di atas, bahwa pembagian tersebut dilaksanakan setelah
hutang dan wasiat telah ditunaikan. Pemberian tersebut beruntun karena

penyebutannya secara langsung tanpa adanya ayat lain yang memisahnya.’>

* Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Ind Hill Co, 1984), Hal. 132.

* Dian Khoirul Umam, Figh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 118.

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 283.
*' Ibid, Hal. 283.

Muhammad Toha, Hukum Waris, serta Pembagian Warisan berdasarkan Syari’at Islam,
(Bandung: Tiga Serangkai, 2007), Hal. 5-6.



